BUPATI GORONTALO UTARA.
PROVINSI GORONTALO

- PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR & TAHUN 2022
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL il'EGi.&RA ‘
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat: 1.

BUPATI GORONTALO UTARA,
bahwa dengan adanya perubahan kebijakan terkait -
kemampuan keuangan  Daerah, perubahan
kebijakan pada indeks tambahan penghasilan, dan .
perubahan kebijakan terhadap pegawai penerima
‘tambahan penghasilan, maka Peraturan Bupati
Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil .
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Utara sudah tidak sesuai sehingga perlu -
diganti; o
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan .
kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan
dengan  Peraturan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu -
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah; '

| Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi
‘Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4687); '

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara {Lembaran. Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
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Negara Repubhk Indonesia Nomor 5494); .
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ({Lembaran Negara Repubhls‘:.
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali terakhlr
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia - Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Nomor 11 '_I‘ahun
2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 téntang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:a

Nomor 64?"), :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

- ' : | :
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 téntang '

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna
Nomor 6718};

Peraturan Menteri ‘Dalam Negeri Nomor 77 Tahulil
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781)
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M_enetapliian . PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN

L.

2.

o .

MEMUTUSKAN:

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH.

- BABI
KETENTUANUMUM.
Pasall

|
. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Co }
|

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupat1 sebagai unsur penyelenggara |
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. |
Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan.

Perwakilan  Rakyat Daerah dalam  penyelenggaraan Urusan_

i

Pemerintahan yang menjadl kewenangan Daerah. .

. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN

adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Peljanjlanl

. Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi

Pegawai- ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
'menduduki jabatan pemerintahan. :
. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya dlsmgkat

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan dlga_]l berdasarkan peraturan perundang-undangan.

. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagal

i
|
i

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarai tertentul
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

. Tambahan: Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebnt TPP

adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup

 Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

. - yang berlaku.
10.

“undangan, }
. Dasar TPP adalah nilai rup:ah yang diberikan untuk setlap kelas

jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang

' _d1ber1 tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan

11.
_dlben tugas tambahan melaksanakan tugas rutin pada satuan

12.

organisasi lain ketika pejabat struktural diberhentikan tetapi belum
dlangkat pejabat struktural yang definitif. |
Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang

organisasi lain ketika pejabat struktural berhalangan. ' 1
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajlban, '
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil. |
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13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan
fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar
pemberian besaran tunjangan.

14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan
keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan
daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah
ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belan_la
pegawai.

15.Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks harga yan'g
menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah
dibandingkan daerah acuan.

16. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang
menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. :

17. Disiplin adalah kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghmdan
larangan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan
dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar
~dijatuhi hukuman disiplin. _

18. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawa1
karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

19. Produktifitas adalah kemampuan menghasilkan suatu kerja yang leblh
banyak dari pada ukuran biasa yang telah umum.

BABII
 TAMBAHAN PENGHASILAN ASN

_ Bagian Kesafu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Pemberian TPP bermaksud sebagai bentuk penghargaan kepada ASN
atas kinerjanya.
{2) Pernberian TPP bertujuan untuk:
a. meningkatkan disiplin, motivasi, kmelj]a ASN; _
b. meningkatkan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah secaré
keseluruhan; dan
¢. meningkatkan kesejahteraan ASN.

Bagian Kedua :
Prinsip Pemberian TPP :

Pasal 3

(1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. kepastian hukum;

b. akuntabel;

c. proporsionalitas;

d. efektif dan efisien;

e. keadilan dan kesetaraan;
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f. kesejahteraan;dan . S S
‘g. optimalisasi. . ' : l
(2) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a
~adalah' bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan
' Perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan.
(3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
- bahwa pemberian - TPP dapat dlpertanggung jawabkan kepada
- masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. |
(4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf c
adalah bahwa pemberian TPP ‘mengutamakan keseimbangan antara
hak dan kewajiban pegawai.
{5) Prinsip efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengari '
-~ tepat waktu sesuai dengan perencanaan Kinerja yang ditetapkan. :
() 'Pnns1p ‘keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa
“keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungbl dan
' peran sebagai pegawai ASN. I
" {7) Prinsip kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
--adalah bahwa pembenan TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ‘
- pegawai ASN. : \
(8) Prinsip optimalisasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf g
- adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimelisasi pagu anggaran
'belanja Pemerintah Daerah.

BAB HI
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

- (1) TPP dlberlkan kepada seluruh Pegawai ASN yang bekerja di hngkungan

' Pemerintah Daerah.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan
: lnjtena o
a. Prestasi kerja; '
b. Beban kerja;

-~ ¢. Kondisi kerja;

d

e

. Kelangkaan profesi; dan
- Pertimbangan objetif lainnya.

_ Pasal 5 o
(1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja sebagajmanz!a

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan Vsetiaf)

bulan dan dinilai berdasarkan produktivitas kerja serta disiplin kerja. |
(2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
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Surat Keputusan Bupati.

(1)
(2

{3}
(4)

5)

(6)

BAB IV
TIM PELAKSANA TPP

Pasal 6
Tim pelaksana TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan
Daerah,;
. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian;
. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan,;
. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan;
Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Organisasi;
g. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum; dan
h. Unsur Perangkat Daerah Lain yang terkait.
Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan
‘Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b be:_'tugas
melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN,
Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian sebagmmana
dimaksud pada ayat (2). huruf ¢ bertugas melakukan perhitungan
pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan. ‘
Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan sebagmmana
dimaksud pada ayat (2) huruf d bertugas melakukan pengawasan
pelaksanaan TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang—
undangan. ‘ :
Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan sebagalmana

o0 0

- dimaksud pada ayat (2} huruf e bertugas memastikan penganggaran

(8)

(9)

terkait TPP. |
Unsur Perangkat Daecrah yang membidangi Organisasi sebagaimane:x
dimaksud pada ayat {2} huruf { bertugas melakukan perhitungan indeks

penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-

jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kOIldlSl
kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Unsur Perangkat Daerah yang membidangi Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf g bertugas menyusun Peraturan Bupati
tentang TPP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. |

Unsur Perangkat Daerah Lzn yang terkait sebagmmana dimaksud pada
ayat (2). huruf h bertugas memberikan masukan-masukan yang
berkaitan dengan penyusunan regulasi terkait peraturan Bupati tentang
TPP dan pelaksanaan ditingkat perangkat daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB V !
BESARAN TPP :
Pasal 7
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(1)' Besaran TPP ditetapkan berdasarkan pada parameter:

a.
b.
C.

d.

Kelas jabatan;

Indeks kapasitas fiskal Daerah;

Indeks kemahalan konstruksi; dan

indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

{2} Besaran TPP diperoleh dengan rumus:
(besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan) x (indeks kapasitas ﬁskal
Daerah) x {indeks kemahalan konstruksi) x {indeks penyelenggaraan
Pemerintah Daerah).

a,

b.

besaran tunjangan adalah besaran kinerja per kelas jabatan sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan. '
indeks kapasitas fiskal Daerah sebesar 1,023 (Kategori Sedang)
dengan bobot : 0,7.
indeks kemahalan konstruksi daerah sebesar 97,83 bobot
0,805715698. |
indeks penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 1 (satu) dengan
nilai 874 yang terdiri dari: ;
1} Variabel pengungkit dengan nilai 816 terdiri dari: '
a) Skor opini laporan keuangan dengan nilai 300; |
b} Skor laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan
nilai 250; |
¢} Skor kematangan penataan perangkat daerah dengan nilai 80
d) Skor indeks inovasi Daerah dengan nilai 30;
¢) Skor prestasi kerja Pemerintah Daerah dengan nilai 144; |
f) Skor rasio belanja perjalanan dinas dengan nilai 20; dan ;
g} Skor indek reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai
12.
2) Variabel hasil dengan nilai 58 terdiri dari:
a) Skor indek pembangunan manusia dengan nilai 30; dan
b) Skor indek gini ratio pemerintah daerah dengan nilai 28.

(3) Indeks perhitungan dasar TPP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal

(2)

adalah sebesar 0,564 dari besaran tunjangan kinerja Badan

Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan. ‘

BAB Vi
PEROLEHAN TPP

Bagian Kesatu
Komponen TPP

Pasal 8

(1} Komponen TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP.

(2) Komponen TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP. !

|
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Bagian Kedua
TPP Produktivitas Kerja

Pasgal 9

!

(1) Penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) adalah 70% (tujuh puluh persen) dari Besaran
TPP dikalikan nilai aktivitas kerja pegawai. .

{2) Rumus penghitungan perolehan TPP Produktivitas Kerja sebagaamana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

TPP Produktivitas Kerja = {70% x Besaran TPP) x nilai aktivitas kerja
pegawai.
Bagian Ketiga
TPP Disiplin Kerja

Pasal 10

{1) Penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal8 ayat (2) adalah 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP
dikurangi jumlah persentase faktor pengurang disiplin kerja. .

{2) Rumus penghitungan perolehan TPP Disiplin Kerja sebagmmana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
TPP Disiplin Kerja = {30% x Besaran TPP} - 3% faktor pengurang disiplin

 kerja. :

Bagian Keempat
TPP Akhir

Pasal 11
(1) Penghitungan TPP Akhir dilakukan dengan cara menjumlahkan TPP
Produktifitas Kerja dan TPP Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 dan Pasal 10.
{2) Atas penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. .
(3) Rumus penghitungan TPP Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2} adalah:
TPP = (TPP Produktifitas Kerja + TPP Disiplin Kerja} - pajak

Pasal 12

(1) Penilaian Penghitungan perolehan TPP produktifitas kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada pelaksanaan tugas pegawal
bersangkutan.

(2} Pelaksanaan tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
dituangkan dalam kertas kerja harian. !

(3) Kertas kerja harian adalah kertas kerja yang berisi rincian aktivitas i hEIja
pegawai sesuai tugas/jabatannya.
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(4) Atasan langsung melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan tugas

~ pegawai. : : B
- (5) Atasan langsung dalam melakukan pemlalan mengacu pada format
__ sebagaimana terlampir pada lampiran I peraturan Bupati ini. =
(6} Dalam hal terjadi permasalahan dalam penilaian kinerja sebaimana
| dimaksud pada ayat (1) maka atasan dari atasan langsung dapat
melakukan evaluasi. ° : ].

{7} Ketentuan ayat {6} tidak beriaku untuk permasalahan pcmiman kmerja
Sekretaris Daerah. _ '

(8) Pimpinan Perangkat Daerah, ‘Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahh

_ Bupati tidak membuat Kertas Kerja Harian.

(9) Pimpinan Perangkat Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dlberlkan
TPP Produktifitas Kerja sebesar rata-rata capaian TPP Produktlﬁtas Kerja_
pegawai di bawah penitaiannya.

(10} Staf Ahli Bupati diberikan TPP sesuai kelas Jabatannya _
(11} Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikecualikan terhadap_
pimpinan yang bawahannya mengikuti dikiat iebih dari satu bulan, sakzt
lebih dari 1 (satu) bulan, cuti melahirkan dan cuti besar. -

Pasal 13 |
- Kertas kerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapaﬁ_
merupakan gabungan dan diverifikasi oleh perangkat daerah yang baru,
bagi pegawai ASN yang mutasi antar perangkat daerah dan/atau kenalkan
kelas jabatan.

Pasal 14

(1) Penilaian Penghitungan perolehkkan TPP disiplin kerja sebagaimana’
dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada rekapitulasi kehadiran
pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja. |

~ {2) Pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, dan pulang
kerja - sebelum. waktunya -pada bulan berjalan maka dilakukan
pengurangan terhadap TPP Disiplin Kerja. - -

Bagian Kelima
Pegawa1 ASN yang Tidak Berhak Memperoleh TPP

Pasal 15

(1) TPP tidak diberikan kepada ,
a. Pegawm ASN yang nyata-nyatatidak memiliki
tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah; :
b. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara/dibebaskan dari jabatan; |
C. _Pégawai ASN yang diberhentikan dengan hormat/tidak hormat; '

ORB BKPP HUKUM KEUANGAN ASSIII SEKDA WABUP
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|

d.Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada
instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lajnnya di luar '
- pemerintah daerah; ' |
e. Pegawai ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau
. dalam bebas tugas antuk menjatani masa pel:mapan pensiun, !
~ f Pegawai ASN guru dan pengawas sekolah yang telah memperoleh
© tunjangan profesi. “
{2} TPP diberhentikan serhentara apabila: ' |
‘a. Pegawai ASN yang tidak menyusun Sasaran Kerja Pegawai pada bulan
Januari, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai
dengan yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai. |
b. Pegawai ASN pindah tugas dan yang bersangkutan tidak menyusun
Sasaran Kerja Pegawai pada bulan diterbitkannya surat keputusaﬁ
mutasi, maka TPP tidak diberikan di bulan berikutnya sampai dengan
yang bersangkutan menyampaikan Sasaran Kerja Pegawai. : |
c. Pegawai ASN yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka TPP yang
bersangkutan untuk 1 (satu) bulan berikutnya tidak diberikan sampai
dengan yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaa.ﬁ
Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur S1p11
Negara. |
d. Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kegiatan atau tugas yang
diperintahkan oleh pimpinan. |
(3) Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak memiliki tugas/ jabatan/ pekexjaaxil
~ tertentu pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {i}
huruf a adalah: ' |
a. Pegawai ASN yang menjadi kepala desa; , |
b. Pegawai ASN yang dalam kedudukan tugas belajar;
c. Pegawai ASN yang berstatus penerima uang tunggu;atau
d. Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara. B
(4} Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebasakan darl
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: ;
a. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebaga1
-pegawail karena suatu tindak pidana; : ‘L
b. Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. 3
(5) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebaskan dan |
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan TPP mu1a1'
bulan perubahan status pegawai yang bersangkutan. _
(6) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebaskan dari
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat diberikan
- TPP kembali apabila pegawai yang bersangkutan telah kembah
melaksanakan tugas pada instansi Pemerintah Daerah. ; _
{7} Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebaskan dari
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf b tidak diberikan
" TPP selama 3 (tiga) bulan pada bulan benkutnya sejak penjatuhan'

hukuman disiplin. L
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(8) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dibebaskan dari
jabatan dan tidak diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dapat diberikan kembali mulai bulan berikutnya setelah selesainya masa
hukuman disiplin pada jabatan berkenaan. |

{9) Dalam hal pegawai ASN yang diberhentikan sementara atau dlbebaskan
dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hukuman dls1phnnya
mulai bulan Januari tahun berikutnya, kepada pegawai yang
bersangkutan tetap tidak diberikan TPP. ' |

Pasal 16

(1) Pemberian TPP bagi pegawai ASN dihentikan secara tetap dalam hal:
a. meninggal dunia;
b. cuti di luar tanggungan negara;,
c. bebas tugas; dan/atau
d. diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pegawai.
{2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku muiai ‘canggai
perubahan status pegawai yang bersangkutan.
(3) Dalam hal pegawai meninggal dunia sebagaimana ayat (1) huruf a dalam
bulan berjalan, maka tidak dilakukan potongan TPP. ;
Pasal 17 i
|
(1} Pembayaran TPP ASN bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dlbayarkan

terhitung setelah ditetapkan menjadi PNS.

~ (2) Pembayaran TPP ASN bagi PPPK dibayarkan 1 (satu) tahun setelah

diangkat menjadi PPPK terhitung mulai tanggal ditetapkan.
{(3) Besaran TPP ASN bagi PPPK dan bagi PNS Guru yang tidak menenma
tunjangan profesi, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. :

Bagian Keenam
Pengurangan TPP

Pasal 18

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan
pengurangan TPP disiplin kerja sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1
(satu) hari tidak masuk kerja; ‘

(2) Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka
diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut:

KETERLAMBATAN PRESENTASE
LAMA KETERLAMB
(TL) ATAN PENGURANGAN :
TL 1 1 menit s.d <30 menit 0,5%
TL 2 31 menit s.d < 60 menit 1%
TL 3 61 Menit s.d < 90 Menit 1,25%
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[TL4 ~ [=91 menit dan atau tidak | 1,5%
| mengisi  daftar  hadir

masuk kerja

" (3) Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan beljalan
- diberikan pengurangan TPP Disiplin Kerja sebagai berikut: - C

- [PULANG “[LAMA MENINGGALKAN | Lo o
1 SEBELUM PEKERJAAN SEBELUM PENGURANGAN

WAKTU (PSW) | WAKTUNYA
PSW 1 1 menit s.d <30 menit 0,5%

- | PSW 2 31 menit s.d < 60 menit. | 1%

| PSW3 61 Menit s.d < 90 Menit . | 1,25%
PSW 4 <01 menit dan atau tidak | 1,55% -1 i
B | mengisi daftar  hadir o i

pulang kantor :

{4) Pegawai yang tidak mengikutl apel pagi dan/atau upacara pada hari
kerja dikenakan pengurangan TPP DlSlp].ln Kerja sebesar 1% (satu
persen) dari penilaian disiplin kerja.

{5) Dalam hal pegawai ASN tidak mengikuti apel pagi dan/atau upacara

~ pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan
" TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung

'(6) Setiap pegawai ASN yang mengikuti diklat lebih dari 1 (satu) bulan, per
hari dikurangi 5% (lima persen). .

(7) Dalam hal pelaksanaan cuti bersama yang telah dltetapkan oleh
pemerintah, maka tidak ada pengurangan TPP.

{8} Pengurangan TPP paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk

. tlap 1 (satu) bulan,
: Pasal 19

(1) Dalam hal pegawai ASN berstatus melaksanakan diklat lebih dari 1

- (satu) bulan, menjalankan cuti besar, dan cuti melahirkan dalam bulari
tertentu selama 1 {satu) bulan penuh, maka TPP bulan yang
bersangkutan tidak dibayarkan.

(2) Dalam hal pegawai ASN berstatus melaksanakan diklat lebih dari 1
(satu) bulan, menjalankan cuti besar, dan cuti melahirkan dalam bulan
yvang berbeda, maka TPP diberikan setelah dikurangi jumlah hari tzdak
masuk kerja pada bulan tersebut.

(3) Dalam hal ASN berstatus cuti sakit dalam bulan tertentu selama 1 (satu]

- bulan penuh, maka TPP bulan yang bersangkutan dibayarkan 50% dan
TPP Produktlfitas '

Bagian Ketujuh : - |
Ketentuan TPP bagi Penjabat, Plt, dan Plh ;
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Pasal 20

{1) Penjabat Sekretaris Daerah dapat menerima TPP sesuai kelas jabatan
- Sekretaris Daerah.

(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan apablla
Penjabat Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Sekretaris Daerah
kurang dari 1 (satu) bulan kalender.

{3) Pit atau Plh diberikan TPP tambahan, yang menjabai dalam _,angh.a

waktu paling singkat 22 (dua puluh dua) hari kerja atau kelipatannya. |

{4} Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkalp
sebagai Plt atau Plh menerima TPP tambahan sebesar 20% (duza puluh
persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebaga1 Plt atau Plh pada
Jabatan yang dirangkapnya. :

(5) Pejabat setingkat yang mermmngkap Pit atau Plh jabatan lain menerlma

TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari
- TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan |
yang dirangkapnya. »

- (6} Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap
atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pit atau Plh hanya
menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang
tertinggi.

(7) Pejabat Fungsional yang merangkap sebagai Pt atau Plh _]abatan
struktural, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen)
dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Pit atau Plh pada Jabatan
yang dirangkapnya. .

{8} TPP tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pit atau Pik
dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Pih. ‘

(9) Dalam hal TPP bagi Pit dan Plh selama aplikasi belum dapat dlgunakan
maka pengusulan pembayarannya dilakukah secara manual.

Bagian Kedelapan
Penggunaan Mesin Absensi Elektronik

Pasal 21

. : |

(1) Setiap pegawai mengisi absen menggunakan mesin absensi elektronik. |

(2) Bagi Pegawai yang mutasi antar Perangkat Daerah, absensi di Perangka It
Daerah yang baru dapat dilakukan secara manual.

(3) Dalam kondisi tertentu dimana mesin absensi elektronik tidak dapat
berfungsi atau belum tersedia maka Kepala Perangkat Daerah
bertanggung jawab untuk memfungsikan kembali atau menyedlakan
mesin dimaksud. |

{4} Selama mesin absensi elektronik tidak dapat berfungsi atau belum
tersedia maka penggunaan daftar hadir manual wajib dilakukan sampai
dengan mesin absensi elektronik dapat berfungsi kembali atau telah

~ diadakan.
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(5) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) xvajii) _'

“dilaporkan setiap hari kepada Perangkat Daerah yang membidangi-- |

Kepegawaian. _
{(6) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
terlamplr pada 1amp1ran it Peraturan Bupatl ini.

Pasal 22

(1) Penggunaan mesin absen31 elektromk dikecualikan bagi: | _
a. staf pribadi, ajudan, dan pengemudi Bupatl/Wakll Bupat1/ lepman
" DPRD; _ _
b. pegawai yang dltugaskan d1 Rumah " Dinas Bup_an/WaJﬂl |
- Bupati/ Sekretaris Daerah; dan ' ‘
c.pegawai lainnya yang penugasannya tidak berpedoman pada
ketentuan jam kerja di lingkungan Pemeritah Daerah. -
(2) Absens: pegawai yang dikecualikan sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) dﬂakukan secara manual. -

BAB VII
TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Baglan Kesatu
- Tata Cara Pembayaran

Pasal 23

(1) TPP dibayarkan secara bulanan dengan masa penilaian dari tanggal 26
(dua puluh enam) sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima} bulan
berikutnya berdasarkan permintaan perangkat Daerah. \

(2) Perhitungan besaran TPP untuk bulan Desember tahun berkenaan
dibayarkan pada bulan Desember tahun yang sama.

Bagian Kedua
'Prosedur Pembayaran

Pasal 24 ;
: . : \
(1) Pfose'_dui‘ pembayaran TPP dilakukan berdasarkan rekapitulasi absensi )
baik elektronik dan/atau manual, serta penilaian produktifitas kerja
yang dituangakan dalam perhitungan nilai kinerja. ' l
{2) Format perhitungan nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat iij'
terlampir pada lampiran III peraturan Bupati ini. —
(3} Rekapitulasi absensi: secara elektronik dilakukan secara otomatis .-
menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi dalam mesin absensi
elektronik yang dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang membldangt
kepegawman

{4) Rekapitulasi absensi ‘secara manual dllakukan secara manual yang. :

‘dikendalikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
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(5) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi absenm elektromk
. sebagazmana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: P 1 '
‘a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawalan menya]ﬂcan
data - rekapitulasi absensi elektronik setiap bulan beserta data
- perolehan nilai aktivitas -pegawai yang dapat dlakses oleh admln
_ Perangkat Daerah melalui mstern aplikasi; - o
" b.Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap data
rekapitulasi absensi elektromk dan pemialan produktifitas kerja,
~dalam -hal terdapat ketidaksesuaian maka dilakukan input datg
- perbaikan dalam aplikasi oleh admin pengelola system aplikasi; f
c. Kepala Perangkat Daerah melakukan peneetakan data rekap1tulas1
absensi elektronik dan penilaian produktifitas kerja setelah dﬂal*ukan
perbaikan yang disertai bukti fisik data dukung;
~ d.Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permintaan pembayaran
TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan SPM LS dan dﬂampm
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
2. Daftar Penerimaan TPP; dan o
 e.Bendahara Umum Daerah melakukan venﬁkam kelengkapan
adnnmst:ras,l usulan Kepala Perangkat Daerah; dan o :
" f. Bendahara Umum Daerah membayarkan TPP melalui Rekening Bank.
(6) Prosedur pembayaran TPP berdasarkan rekapitulasi absensi manual
" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi terhadap data usulan -
- yang meliputi, Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Daftar Rekapltulam
Tingkat Kehadiran Pegawai, Rekapitulasi Waktu Kinerja, dan Daftar
Penerimaan TPP; !
_ b. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pembayaran
TPP kepada Bendahara Umum Daerah dengan SPM LS dan dllampm
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
2. Daftar Penerimaan TPP; S
c. Bendahara Umum Daerah melakukan venﬁka31 kelengkapaﬁ
administrasi usulan Kepala Perangkat Dasrah; dan o
d. Bendahara Umum Daerah membayarkan TPP melalui rekening Bank.
{7).Fo'rmat Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat {4} huruf d angka 1 dan ayat {5} huruf d angka 1 sebagaimana
| tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga .
Tata Cara Pembayaran bagi Pegawai Mutasi

Pasal 25

(1) Dalam hal pegawai mengalami mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau
- mutasi kenaikan kelas jabatan, maka TPP selama 1 (satu) bulan terakhir
_ dlbayarkan pada Perangkat Daerah lama dan kelas jabatan sebelumnya. -
{2 ) Dalam hal pegawai mutasi pindah ke luar Daerah, maka TPP dlbenkan'
sampai dengan bulan terakhir sebelum mutasi. '
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(3} Dalam hal pegawal ‘mutasi pindah masuk ke Daerah, maka TPP

diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas
“selama 1 (satu) Tahun.

_ (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada -ayat (3), dlkecuallkan bagx

pegawai mutasi pindah masuk ke Daerah yang langsung atau telah
mendudukl Jabatan struktural

_ : BAB VI
'PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan '
~ pengawasan pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya.
(2] Inspektur melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan
ketentuan perundang—undangan

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 27

- Pemberian TPP bagi Pegawai ASN di ngkungan Pemerintah Daerah _
dlbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1

BAB X
- KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) maka perolehan TPP
E 100% (seratus persen) berdasarkan disiplin kerja dengan daftar hadir
manual. |
(2) Dalam hal terjadi kerusakan mesin absensi elektronik (finger print)
danfatau sistem e- Kkinerja maka pengusulan TPP dllakukan
berdasarkan daftar hadir manual.

- {3} TPP dibayarkan sejak bulan januari sampai dengan bulan desember
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11.

BAB XI-
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupateﬁ
Gorontalo Utara (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021
Nomor 2} dlcabut dan dinyatakan tidak berlaku
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Pasal 30
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
"Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal 25  4ppiL 2022
1t. BUPATI GORONTALQO UTARA,

THARIQ MO GGU

Diundangkan di Kwandang
pada t al o Apell 2022
ARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

SUMEMANWYAKORO
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR L‘() Ll
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LAMPIRAN I PERATURANBUPATIGORONTALO UTARA
NOMOR : £ 2022

TANGGAL: 75 mnl 2022
TENTANG: TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

FORMAT PENILAIAN PRODUKTIVITAS KERJA {Bobot 70%)

1. {Hasil Skor
Jumlah pekerjaan {volume fisik/ Dokumen/ Penugasan) yang | Prestasi
mamp disclesaikan.

A Sangat produktif, volume fisik/Dokumen/Penugasan kegiatan
yvang dilaksanakan melampaui target yang ditetapkan. |
B Produktif, volume fisik/Dokumen/Penugasan kegiatan yang i

dilakukan sesual target yang ditetapkan (90-100%). ‘
C Cukup produktif, volume fisik 80-89% dari target yang

ditetapkan.

D Kurang produktif, volume fisik/Dokumen/Penugasan 65-79%
dari target yang ditetapkan.

E Tidak produktif, volume fisik/ Dokumen/Penugasan di bawah
65% dari target yang ditetapkan.

2. Efektifitas

Hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar kualitas ]

yang diinginkan. !

A Efektifitas sangat tinggi yaitu kualitas yang diperoleh lebih-

baik (sangat akurat, sangat cermat, sangat rapih)

(Efektifitas lebih dari 1 yaitu 100% benar).

B Efektifitas tinggi yaitu kualitas yang diperoleh baik (akurat,

cermat, rapih)

{Efektifitas sama dengan 1 vaitu 90-99% benar)

c Efektifitas cukup tinggi yaitu kualitas yang diperoleh cukup

baik (cukup akurat, cukup cermat, cukup rapih}

{Efektifitas 0.75-0.99 yaitu 80-89% benar}

D | Efektifitas rendah yaitu kualitas yang diperoleh kurang baik

(kurang akurat, kurang cermat, kurang rapih}

(Efektifitas 0.50-0.74 yaitu 70-79% benar)

E Efektifitas sangat rendah yaitu kualitas yang diperoleh tidak :
baik {tidak akurat, tidak cermat, tidak rapih) '

{Efektifitas <0.50 ymtu dlbawah 70% benar). ‘

3. Efisiensi

Hasil pekerjaan dibandingkan dengan sumberdaya yang
digungkan.

A | Efisiensi sangat tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan
penggunaan sumberdaya vang lebih rendah dari standar.
(Efisicnsi lebih dari 1 yaitu sumberdaya yang digunakan
kurang dari 100%)

B Efisiensi tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan
enggunaan sumberdaya sesuai standar,

Skor
Prestasi
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-

(Eﬁs1en31 sama dengan 1 yaltu sumberdaya yang digunakan
100%) -

Efisiensi sedang, tercapainya hasil pekerjaan dengan
penggunaan sumberdaya cukup tinggi dari standar. _
{Efisiensi 0.75-0.99 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih
tinggi sampai 10% dari standar)

Efisiensi kurang, tercapainya hasil pekerjaan dengan

penggunaan sumberdaya lebih tinggi dari standar. -

(Efisiensi 0.50-0.74 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih
dari 10% sampai 20% dari standar)

Efisiensi rendah, tercapainya hasil pekerjaan dengan

‘penggunaan sumberdaya sangat tinggi dari standar.

(Efisiensi < 0.50 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih dari
20% dari standar}

. 4'

' Kecepatan

Waktu penyelesaian pekcxjaan

Lebih ccpat menyelesalkan pekexjaan dari waktu yang
dltetapkan

Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.

| Terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan
pekerjaan.

Sangat terlumbat dari waktu yang ditetapkan dalam

menyelesaikan pekerjaan.

Pekerjaan tidak selesai.

*).

=)

Coret yang tidak perlu
Skor Prestasi: A=5, B=4, C=3, D=2 E=1

THARIQ MODANG
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(-ernareesssmmmmmssesesssmmemsestssesesemssseseessesensmmesen )
©NIP. NIP.
L ere BurPaT: GoReTALO UTARA |
THARIQ MODANGGU
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LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATIGORONTALO UTARA

2022
2022

' NOMOR
TANGGAL :

- TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

“UNIT KERJA

PERHITUNGAN NILAI NINERJA

I
|
|
i .
I
!

BUAN TAHUN : 2022 E
PEGAWAI YANG
DINILA}
NAMA

|

NP '

- PANGKAT/GOL
JABATAN
FAKTOR PENGURANG ATASAN LANGSUNG
I. | DISIPLIN KERJA (Bobot 30) HarilMenit Satuan % NILAY
1| Tidak Masuk Kerja | 0 ~ Hari/Bulan 0.0 100.00 |
2 | TerambatMasukKeda | 0 © Menit/Bulan 00 | 10000
3 | Pulang Sebelum Waktu 0 Menit/Bulan 0.0 100.00 :
TOTAL DISIPLIN KERJA 0.00 | 30000
BOBOT NILAI DISIPLIN KERJA 30.00
ATASAN
- FNIS PRESTAS! LANGSUNG
. _ | PRODUKTIVITAS (Bobot 70) Skor Nitai
1 Hasil : _ 5 1
2 Efektivitas o 5. 1
3 Efisiensi : 5 i
4 Kecepatan 5 ' o 5 1
TOTAL PRODUKTIVITAS 20 4
' BOBOT NILAI PRODUKTIVITAS 1400 |
NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP) 4480
| | MENGETAHUI o |
YANG DINILAI ATASAN LANGSUNG -
[ s s )
NIP.

P,
/81311; BUPATI GORONTALO UTARA

THARIQMOBDANBGU

KABAG | KABAN KABAG KABAN
ORB | BKPP HUKUM KEuANGan | ASSHU | SEKDA | WABUP



| LAMPIRAN IV PERATURANBUPATIGORONTALO UTARA
NOMOR : &6 2022 -_ | ‘
TANGGAL: % 4wt 2022 |
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL

NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

)
i
!

Contoh Surat Pemyataan Tanggung Jawab: |

. : |
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERANGKAT DAERAH |
- Alamat JL.Kusno Danupojo No 01 Kompleks Blok Flan Desa
: Mohngkapoto Kece. Kwandang !

%,
%
'S
z
z
-

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Nomor

........................

- Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
NIP :

Jabatan :
i
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa o

(1) Hasil penghitungan tambahan penghasilan pegawai sebagalmana Daftar k
Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai pada {na

preaaTn essevnas

Perangkat Daerah] ......... Kabupaten Gorontalo Utara Bulan ........ Tahun_g
Angaran telah dibuat dengan sebenar-benarnya. '

(2) Kami bertanggung jawab penuh atas keabsahan Daftar Penenmaan
~ Tambahan Penghasilan Pegawai beserta Daftar Rekapitulasi Kehadiran |

Pegawai dan Produktifitas Kerja sebagai dasar pemberian Tambahan |
- Penghasilan Pegawai.

(3) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kelebihan atas pembayaran

Tambahan Penghasilan, Kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut
ke kas daerah.

Demikian pernyatan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
~ dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kwandang, . 20... '

oooooooooo

CNIP. iiiieeen.n.

[Plt. BUPAPISORONTALO UTARA, |

THARIQ KIODA

|
KABAG | KADAN |  KABAG T KABAN !
| ore { ekep | RukuM | keuangan | ASSWD | SEKDA | WABUP
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